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Akibat Hukum Bagi Perguruan Tinggi yang Belum Membentuk Unit 

Layanan Disabilitas 

Legal Consequences for Higher Education Institutions that Have Not 

Formed Disability Services Units 

I. Pendahuluan  

 Unit Layanan Disabilitas merupakan bagian dari institusi atau lembaga yang bertugas menyediakan layanan dan 

fasilitas untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas. Sementara itu, Komisi Nasional Disabilitas Republik 

Indonesia (KND-RI) mendorong kampus-kampus di Kota Malang untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) 

yang bertujuan untuk memberikan layanan yang sesuai bagi mahasiswa penyandang disabilitas.[1] Dengan adanya ULD, 

diharapkan akan terjamin akomodasi yang layak bagi peserta didik tersebut, sehingga hak-hak mereka di kampus dapat 

terpenuhi dengan baik. [2] Menurut Syafi’i, fokus pada isu disabilitas di lingkungan perguruan tinggi merupakan langkah 

terbaik untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mahasiswa disabilitas di kampus. Dengan ULD, kampus 

dapat memastikan bahwa mereka memberikan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa penyandang disabilitas, sehingga 

mereka dapat merasa nyaman dan diakui sebagai bagian dari lingkungan kampus yang inklusif. [3] 

 Setiap kampus wajib membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 

8 Tahun 2016. Jika kampus dengan sengaja tidak memperhatikan aturan ini, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi 

yang besar seperti teguran, sanksi, dan bahkan rekomendasi pencabutan izin operasional. Pembentukan ULD merupakan 

isu prioritas Komisi Nasional untuk Disabilitas (KND) pada tahun 2022, yang sejalan dengan isu pendidikan, kesehatan, 

sosial, pekerjaan, dan pendataan. [1] Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, kampus harus memastikan bahwa ULD 

telah terbentuk sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi 

Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Menurut Layanan Mahasiswa Disabilitas (LMD) Kemendikbud tercatat sebanyak 

59 perguruan tinggi yang sudah membentuk ULD [4], tentu hal itu tidak sepadan dengan jumlah perguruan tinggi di 

Indonesia, dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, ada 3.107 perguruan tinggi di seluruh 

Indonesia pada 2022, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2. [5] 

 

Gambar 1 Jumlah Perbandingan ULD 



 

Gambar 2 Jumlah Perguruan Tinggi Di Indonesia 

 Dalam lingkup perguruan tinggi di Indonesia, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi di Indonesia wajib membentuk Unit 

Layanan Disabilitas untuk memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas. Hal ini sangat penting karena perguruan 

tinggi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa, termasuk bagi mereka yang memiliki 

keterbatasan fisik atau mental. Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah untuk memenuhi hak-hak 

dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, 

termasuk di bidang pendidikan. [6] Dengan adanya ULD di perguruan tinggi, penyandang disabilitas dapat memperoleh 

layanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan mereka secara efektif. 

 Kondisi penelitian saat ini, terdapat penelitian yang membahas bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas di 

perguruan tinggi negeri inklusif memiliki peran penting dalam mewujudkan inklusivitas di perguruan tinggi.[7] Serta 

mengkaji dan menjelaskan urgensi keberadaan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi negeri inklusif, selain itu, Unit 

Layanan Disabilitas memiliki peran yang krusial dalam memberikan layanan dan akomodasi yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa penyandang disabilitas selama masa studi hingga kelulusan. Penelitian lain mengatakan, pelaksanaan 

pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan sarana fisik yang aksesibel pada perguruan tinggi.[8] Hal ini 

terlihat dari belum adanya pembentukan Unit Layanan Disabilitas di kedua Universitas dan belum tersedianya sarana fisik 

yang aksesibel secara merata di tiap gedung di Universitas.[9] Faktor hukum dan penegakan hukum memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan sarana fisik yang aksesibel di 

perguruan tinggi. [2] 

 Mahasiswa penyandang disabilitas dalam menjalani proses perkuliahan, pihak pengelola dan pimpinan kampus 

diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan membuat kebijakan yang mendukung keberlangsungan proses perkuliahan 

bagi mereka. Pelayanan pendidikan untuk mahasiswa disabilitas harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan kampus 

yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan mudah, aman, efisien, dan efektif. [10] Hal ini akan membantu dalam 

memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan kesempatan yang sama dalam mengejar pendidikan tinggi mendapatkan 

hak asasi manusia yang sama. [11] Dari adanya kondisi penelitian saat ini, masih belum ada yang membahas akibat hukum 

bagi Perguruan Tinggi yang belum membentu Unit Layanan Disabilitas. 

 Penelitian ini akan membahas tentang akibat hukum yang akan diterima oleh perguruan tinggi yang belum 

membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal ULD. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembentukan ULD di perguruan tinggi sebagai 

wujud pemenuhan hak pendidikan dan kesempatan yang sama bagi mahasiswa penyandang disabilitas, serta konsekuensi 

hukum yang akan dihadapi jika perguruan tinggi tidak memenuhi kewajiban tersebut. Serta, tujuan dari artikel ini adalah 

untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kewajiban perguruan tinggi dalam membentuk ULD, serta 

konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, artikel ini juga bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya inklusi dan kesetaraan pendidikan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. [12] 

 Dalam artikel ini, akan dibahas secara rinci mengenai kewajiban perguruan tinggi dalam membentuk ULD, 

standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh ULD, serta sanksi hukum yang dapat diterapkan jika perguruan tinggi 

tidak memenuhi kewajiban tersebut. Artikel ini juga akan membahas manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa penyandang 

Barat

•Jawa: 1.477 unit

•Sumatera: 768 unit

Utara

•Sulawesi: 365 unit

•Kalimantan: 187 unit

Timur

•Bali & Nusa Tenggara: 180 unit

•Maluku & Papua: 130 unit



disabilitas jika perguruan tinggi telah membentuk ULD, termasuk aksesibilitas dan akomodasi yang sesuai, dukungan 

bimbingan dan konseling, serta lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua mahasiswa. Dengan 

demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya inklusi dan 

kesetaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta mendorong perguruan tinggi untuk memenuhi kewajibannya 

dalam membentuk ULD dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua mahasiswa. 

Rumusan masalah: Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan bagi Perguruan Tinggi yang belum Membentuk Unit  

   Layanan Disabilitas? 

Pertanyaan penelitian: Apakah Pergurusn Tinggi sudah membentuk Unit Layanan Disabilitas?  

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 10 https://sdgs.un.org/goals/goal10 

 

II. Metode 

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan 

perundang-undangan (Statute Approach), serta data primer peraturan undang-undangan yang dikaji adalah peraturan 

terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 

tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang Disabilitas, dan dianalisis menggunakan penalaran 

Autentik dan sistematis dengan menjelaskan sanksi administratif yang diberikan sesuai dengan isi hukum. 

 

III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

No. Tahap dan Kegiatan Penelitian 
Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 

1. Persiapan Menyusun Proposal            

2. Pengumpulan Data   

 

        

 
Mengumpulkan Data Primer dan 

Sekunder 
          

3. Pengolahan dan Analisis Data         

4. Penyusunan Laporan         

5. Dan Lain-lain         

Gambar 1. Jadwal penelitian 
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